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ABSTRAK 

 

FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN 

DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI 

MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN LAMPUNG TENGAH 

PASAL 5 HURUF A NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN KAMPUNG (STUDI PADA KELURAHAN 

KOMERING LAMPUNG TENGAH) 

Oleh: 

Lady Mutiara Apicha 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah lembaga atau wadah 

yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintahan Kelurahan 

dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di 

bidang pembangunan. Dari latar belakang masalah tersebut timbul permasalahan 

yang muncul dalam penelitian ini adalah pelaksanaan fungsi Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

dalam pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan.  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan melakukan survei langsung 

kelapangan, Sumber data yang digunakan data primer yang diperoleh secara 

langsung dilapangan sebagai objek penulisan dan yang didapatkan dengan metode 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket dan dokumentasi.  

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat Kelurahan komering agung dalam menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat belum maksimal, Karena Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat Kelurahan kurang maksimalnya menindak lanjuti segala aspirasi-

aspirasi masyarakat Kelurahan komering agung. Dalam menyalurkan aspirasi 

masyarakat juga belum maksimal Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 

komering agung karena jarang mengadakan pertemuan dengan masyarakat dan 

tidak menjadwalkan waktu yang tepat untuk mengadakan rapat bersama Ketua RT 

membahas pembangunan di Kelurahan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Kelurahan komering agung Kurang maksimalnya melakukan suatu kegiatan-

kegiatan atau program-program yang sifatnya menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan.  

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi lembaga pemberdayaan 

masyarakat kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakaCt 

dalam pembangunan adalah kurangnya sarana dan prasarana Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahankomering agung, kurang aktif 

anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan komering 

agung dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam 

pembangunan, masyarakat kurang memahami fungsi dari Lembaga Pemberdayaan 

masyarakat di Kelurahan komering agung. 

Kata Kunci: Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Menampung dan 

Menyalurkan Aspirasi Masyarakat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah Negara kesatuan yang daerahnya dibagi menjadi 

beberapa Provinsi dan Kabupaten dengan bentuk dan susunan tingkatan 

pemerintahan terendah adalah kelurahan atau desa. Hal ini ditegaskan dalam 

pasal 18  Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Indonesia dibagi 

atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan 

kota, yang tiap-tiap provinsi dan kabupaten kota mempunyai pemerintahan 

daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Dalam mengatur bentuk dan 

susunan pemerintahan daerah negara mengakui dan negara menghormati 

satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa 

yang akan diatur dengan Undang-Undang.
1 

Penyelenggarakan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah yang 

berdasarkan pada otonomi daerah mengandung pengertian bahwa hak, 

wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan didaerah dan kepentingan masyarakat 

setempat.
2
Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan 

kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi 

masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelengaraan 

                                                           
1Suharizal Chaniago, Hukum Pemerintahan Daerah, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), Hal 

52. 
2Ibid, 54.  
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pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan 

pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
.3 

Pembangunan daerah merupakan upaya daerah dalam melaksanakan 

pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, 

kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas 

pelayanan publik dan daya saing daerah. Salah satunya upaya dalam 

meningkatkan pembangunan diwilayah dan menigkatkan kesejahteraan 

masyarakat dengan cara pemberdayaan masyarakat. 
 

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya peningkatan kemampuan 

diri masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau kebutuhannya, 

pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola 

kelembagaan masyarakat secara bertanggung jawab demi perbaikan 

kehidupannya. Pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidupatau 

kesejahteraan setiap individu dan masyarakat, seperti: 

Perbaikan ekonomi, perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan 

kesehatan), kemerdekaan dari segala bentuk penindasan, terjaminnya 

keamanan, dan terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan 

kekhawatiran.
4 

Pemberdayaan masyarakat di kelurahan merupakan salah satu upaya 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan 

antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan 

lingkungan dan perumahan, meningkatkan kemampuan masyarakat.Untuk 

                                                           
3Ibid , 55.  
4Poerwoko Soebito, dan Totok Djiko, Pemberdayaan Masyarakat, (Bandung: Alfabeta, 

2015), hal 27 
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perlunya suatu wadah dalam pemberdayaan masyarakat tersebut dengan 

sebuah lembaga kemasyarakatan kelurahan. Salah satu fungsi lembaga 

kemasyarakatan adalah sebagai penampungan dan penyaluran asprasi 

masyarakat dalam pembangunan.
5 

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 

2005 tentang Kelurahan dinyatakan:  

Dikelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan. Sedangkan Pasal 

l0 ayat (2) dinyatakan bahwa Pembentukan lembaga kemasyarakatan 

sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui 

musyawarah mufakat.Musyawarah mufakat dihadiri oleh wakil-wakil 

masyarakat, seperti diatur dalam penjelasan Pasal 10 ayat (2): musyawarah 

mufakat dihadari yang terdiri dari pengurus lembaga kemasyarakatan, pemuka 

masyarakat yang jumlahnya proposional dari jumlah kepala keluarga.
6 

Salah satu lembaga kemesyarakatan yang ada kelurahan adalah 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

(LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat 

sebagai mitra pemerintahan desa dan kelurahan dalam menampung dan 

mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
7 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah Lembaga 

Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat kelurahan, 

merupakan wahana partisipsi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, 

                                                           
5 Titik Triwuran dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukuam Acara 

Tata Usaha Negara Indonesia,(Kencana: Jakarta, 2011), hal 247.  
6 Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf, Lembaga Masyarakat Di Indonesia, (Yogyakarta: 

Zanafa Publishing, 2015), hal 113.  
7Ibid, 11.   
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pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat 

kelurahan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam wadah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
8
Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai fungsi menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan, menanam dan 

memupuk rasa persatuan dan kesatauan masyarakat, meningkatkan kualitas 

dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, menyusun rencana 

dan pelaksanan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif, 

menggerakkan partisipasi dan prakarsa masyarakat secara gotong royong, dan 

mendayagunaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.
9 

Melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan 

Pemerintahan Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka daerah perlu 

menetapkan Peraturan Daerah lampung tengah Tentang Lembaga 

Kemasyarakatan di Kelurahan. Lembaga kemasyarakatan di Kelurahan di 

bentuk atas prakarsa masyarakat dengan tujuan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan masyarakat, 

peningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangkan 

kemitraan, pemberdayaan masyarakat, dan perkembangan kegiatan lain sesuai 

dengan kebutuhan kondisi masyarakat setempat. Oleh karena itu dalam hal ini 

                                                           
8 Chrisye Kandouw,Sofia E. Pengemanan, Josef K. Kairupan, Peranan Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Rumoong Bawah, hal  27  
9 Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf, Lembaga Masyarakat Di Indonesia, (Yogyakarta: 

Zanafa Publishing, 2015), hal 215  
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penataan kelembagaan sangatlah diperlukan agar tugas, fungsi, kewajiban, 

kegiatan, tata kerja, pendanaan, pembinaan, dan pengawasan bisa lebih jelas.
10

 

Berdasarkan Pasal 5  Peraturan Daerah lampung tengah Nomor 42 

tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan kampung di Kelurahan. 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya diserbut 

LPM Kelurahan lembaga atau wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat 

sebagai mitra kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta 

kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
11

 

 Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah kabupaten lampung tengah 

Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan kampung, 

memiliki fungsi berbunyi: 

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan 

2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat 

3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kampung 

kepada masyarakat Kampung 

4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan 

mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif 

5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, 

swadaya, serta gotong royong masyarakat 

6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga 

7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

 

                                                           
10 Peraturan Daerah lampung tengah Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Lembaga 

Kemasyarkatan Di Kelurahan.  
11 Peraturan Daerah lampung tengah Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Lembaga 

Kemasyarkatan Di Kelurahan 
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Dari penelitian ini penulis hanya membahas fungsi Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang terdapat pada Pasal 5 Huruf (a) 

Peraturan Daerah kabupaten lampung tengah Nomor 42 Tahun 2019 Tentang 

Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan, berbunyi Lembaga Kemasyarakatan 

kampung mempunyai fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat kelurahan dapat menyampaikan 

semua aspirasi yang diperlukan dalam pembangunan di kelurahan. Dalam 

menyampaikan aspirasi dalam pembangunan di kelurahan. Masyarakat 

kelurahan dapat menyampaikan kepada ketua RT, selanjutnya ketua RT 

menyampaikan semua aspirasi masyarakat kepada lembaga Kemasyarakatan 

Kampung melalui musyawarah. Hasil musyawarah yang telah dilakukan maka 

akan dibawa ke musyawarah pembangunan tingkat kelurahan, dimana disini 

akan dibahas mengenai pembangunan kelurahan yang akan dibangun. Dalam 

musyawarah yang akan dilakukan di kelurahan ini seluruh aspirasi yang ada 

akan dibahas. Selanjutnya dalam musyawarah ini akan dibahas pembangunan 

mana yang akan menjadi prioritas dalam pembangunan nantinya, sehingga 

akan dapat menghindari pembangunan yang hanya akan menguntungkan 

kepentingan kelompok tertentu.  

Observasi yang peneliti lakukan, bahwa di Kelurahan komering agung 

dalam menampung dan menyarurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan komering agung belum 

berfungsi secara maksimal sebagai mana yang telah diatur dalam Peraturan 

lampung tengah Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Di 



7 
 

 
 

Kelurahan. Lembaga Kemasyarakatan Kampung di Kelurahan komering 

agung juga kurang maksimal dalam mensosialisasi programnya kepada 

masyarakat sehingga masyarakat cenderung apatis terhadap pelaksanaan 

kegiatan pembangunan yang ada baik dalam merencanaan pembangunan 

maupun dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat Kelurahan di Kelurahan komering agung kurang maksimal dalam 

memperhatikan pastisipasi masyarakat karena Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat kurang dalam merima aspirasi masyarakat Kelurahankomering 

agung. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti 

dengan judul “(Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 

Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat 

Berdasarkan Peraturan Lampung Tengah Pasal 5 Huruf A Nomor 42 

Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung (Studi Pada 

Kelurahan Komering Lampung Tengah)” 

 

B. Batasan Masalah  

Agar pembahasan penelitian tidak melebar kemana-mana dan agar lebih 

terarah, peneliti memberikan batasan ruang lingkup masalahnya yaitu hanya 

mengenai pelaksanaan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Kampung dalam 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan di 

Kelurahan komering agung kabupaten lampung tengah dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Kampung 

Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirsi masyarakat dalam 

pembangunan di Kelurahan komering agung kabupaten lampung tengah 
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C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi 

pokok permasalahan adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam 

pembangunan berdasarkan Peraturan Daerah lampung tengah Nomor 42 

Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung di Kelurahan 

(studi pada Kelurahan komering agung lampung tengah)?  

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan fungsi 

Lembaga Kemasyarakatan Kampung Kelurahan dalam menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan berdasarkan 

Peraturan Daerah lampung tengah Nomor 42 Tahun 2019 Tentang 

Lembaga Kemasyarakatan kampung di Kelurahan (studi pada Kelurahan 

komering agung lampung tengah Padang)? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

a) Untuk mengetahui pelaksanaan fungi Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat dalam pembangunan berdasarkan Peraturan Daerah 

lampung tengah Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Lembaga 

Kemasyarakatan kampung (studi pada Kelurahan Padang Karambia 

Kota Payakumbuh). 
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b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam 

pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 

dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam 

pembangunan berdasarkan Peraturan Daerah lampung tengah Nomor 

42 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan kampung (studi 

pada Kelurahan komering agung lampung tengah. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi beberapa hal, 

yaitu kegunaan atau manfaat secara teoritis, dan secara praktis, sebagai 

berikut: 

a) Secara teoritis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu 

hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang. 

b) Secara praktis  

1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, terutama 

berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan 
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Masyarakat Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat dalam pembangunan. 

2) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang apa dan bagaimana pelaksanaan fungsi 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam 

pembangunan. 

3) Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan yang berguna dalam memberikan 

pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, khususnya yang 

berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat dalam pembangunan.  

 

E. Penelitian Relevan  

Penelitianrelevanmerupakanpenjelasanmengenaiposisi,perbedaan atau 

memperkuat hasil Penelitian tersebut dengan Penelitian yang telah ada 

sebelumnya. Penelitian yang relevan dalam kontek penulisan skripsi ini adalah 

penelitian karya orang lain yang secarasubstansif ada kaitannya dengan tema 

atau topik penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Setelah 

dilakukan pemeriksaan ternyata sudah ada mahasiswa yang membahas tema 

yang berkaitand engan“Peran  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm)  

Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Studi Pada 
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Kelurahan Komering Agung Lampung Tengah”.DarihasilPenelitian terdahulu 

diperoleh masalah yang berkaitan dengan masalahyangakan diteliti,yaitu: 

1. Sihauddin 

Penelitian yang dilakukan oleh Sihauddin dalam skripsinya yang 

berjudul “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (Penelitian di 

Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota 

Bandung)”
12

 Dari penelitian tersebut terdapat persamaan penelitian dengan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni sama-sama membahas peran 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Akan tetapi terdapat pula 

perbedaan dalam penelitian ini,perbedaan dalam penelitian ini adalah 

penelitian yang relevan membahas terkaitbagaimana upaya yang di 

lakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kelurahan Margahayu 

Utara Kota Bandung, serta mengetahui apa saja kegiatan dan program 

yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Margahayu Utara Kota 

Bandung. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah terkait 

bagaimana Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 

komering agung yang kurang maksimal dalam mensosialisasi programnya 

kepada masyarakat sehingga masyarakat cenderung apatis terhadap 

pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ada baik dalam merencanaan 

                                                           
12 Sihauddin,“Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (Penelitian Di Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan 

Babakan Ciparay, Kota Bandung 2014)” Hlm.7 
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pembangunan maupun dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan komering agung kurang 

maksimal dalam memperhatikan pastisipasi masyarakat karena Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat kurang dalam merima aspirasi masyarakat 

Kelurahan komering agung. 

2. Ardianto 

Penelitian yang dilakukan oleh Ardianto dalam skripsinya yang 

berjudul “peran sosial lembaga pemberdayaan masyarakat dalam 

pembangunan desa di Desa Barat Lambongan Kabupaten Kepulauan 

Selayar” Dari penelitian tersebut terdapat persamaan penelitian dengan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni sama-sama membahas peran 

dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam 

pembangunan.
13

 Akan tetapi terdapat pula perbedaan dalam penelitian 

ini,perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian yang relevan 

membahas terkait bagaimana bentuk peran sosial lembaga pemberdayaan 

masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Barat Lambongan 

Kabupaten Kepulauan Selayar serta faktor  pendorong dan penghambat. 

Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah terkait bagaimana 

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan komering agung 

yang kurang maksimal dalam mensosialisasi programnya kepada 

masyarakat sehingga masyarakat cenderung apatis terhadap pelaksanaan 

kegiatan pembangunan yang ada baik dalam merencanaan pembangunan 

                                                           
13Ardianto “Peran Sosial Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Barat Lambongan 

Kabupaten Kepulauan Selayar,(Penelitian Thn 2016) Hal 11 
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maupun dalam melaksanakan kegiatan tersebut Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan komering agung kurang maksimal dalam 

memperhatikan pastisipasi masyarakat karena Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat kurang dalam merima aspirasi masyarakat Kelurahan 

komering agung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Tentang Kelurahan   

Kelurahan adalah wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang 

mempumyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, 

yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri. Kelurahan 

merupakan pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat. Hal itu 

menyebabkan kelurahan memiliki arti sangat strategis sebagai basis 

penyelenggaraan pelayanan publik dan menfasilitasi pemenuhan hak-hak 

rakyat setempat. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di 

Indonesia dibawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, 

Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten 

atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai 

pegawai negeri sipil. Kelurahan merupa unit pemerintah terkecil setingkat 

dengan desa. Berbeda dengaan desa yang mempunyai ciri budaya khas atau 

adat istiadat lokal yang sangat urgen, Kelurahan memiliki hak mengatur 

wilayahnya lebih terbatas. 
1
 

Adapun peratuaran perundang-undangan yang mengatur tentang 

Kelurahan adalah Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah dan kemudian diatur lebih rinci dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Menurut 

                                                           
1Ismu Gunadi Widodo dan Titik Triwuran, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukuam Acara 

Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, (Kencana: Jakarta, 2011), h. 257  
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ketentuanUndang-Undang tersebut, Kelurahan di beri pengertian sebagai: 

“Kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di 

akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan penjabaran terhadap 

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 186 (amndemen II) dan TAP 

MPR No. IV/MPR/2000. Dalam pasal 18B di sebutkan bahwa: 

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah 

yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang di atur dengan Undang- 

Undang. 

2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 

adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang dalam Undang-Undang. 
2
 

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, sangat jelas bahwa kelurahan 

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya 

dalam segala aspek penghidupan kelurahan. Baik dalam bidang pelayanan, 

pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat. Disamping pengakuan terhadap 

kesatauan masyarakat hukum berdasarkan hak, asal-usul dan adat istiadat 

mengandung makna pemeliharaan terhadap hak-hak asli masyarakat 

Kelurahan dengan landasan keanegaragam, partisipasi, otonomi asli,  

                                                           
2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah.  
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Demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa 

yang termuat dalam Undang-Undang secara jelas menempatkan kelurahan 

sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan, yang secara 

politis memiliki wewenang tertentu mengatur warga atau anggota 

komunitasnya. 

Pemerintah kelurahan terdiri atas kepala kelurahan dan perangkat 

kelurahan. Perangkat kelurahan terdiri atas seketaris kelurahan dan perangkat 

kelurahan lainnya. Lebih lanjut di jelas dalam Peraturan Pemerintah No. 73 

Tahun 2005 Tentang Kelurahan di sebut bahwa Kepala Kelurahan dan 

Perangkat Kelurahan, dimana tulang punggung penyelenggaraan 

pemerintahan dikelurahan adalah Kepala Kelurahan dan perangkatnya. 

Selanjutnya pemerintah Kelurahan adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintah dengan pemerintah kelurahan dalam mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 

setempat yang di akui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.
3
 

 

B. Tinjauan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat .  

1. Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat  

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), adalah lembaga atau 

wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi 

pemerintah desa melalui musyawarah dan mufakat, dan merupakan mitra 

pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta 

                                                           
3 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan 
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kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Ketahanan Masyarakat 

Desa (LKMD) merupakan suatu nama lembaga pada saat itu yang 

berperan hanya satu sisi, bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa 

(LKMD) mengalami perubahan nama yaitu Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat yang di sebut LPM yang dibentuk dengan maksud untuk 

membantu Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa pada 

berbagai aspek pembangunan. Sedangkan tujuan dibentuknya LPM itu 

sendiri adalah untuk mewujudkan lembaga teknis yang merupakan mitra 

Pemerintah dalam hal menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan 

pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan. 

LPM berkedudukan sebagai lembaga yang bersifat lokal dan 

merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam bidang pembangunan. 

Hubungan kerja LPM dengan pihak lain bersifat kemitraan. Pihak lain 

sebagaimana dimaksud adalah Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa lainnya. 

Kegiatan LPM ditujukan untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui, pemberdayaan masyarakat, peningkatan 

peran serta masyarakat dalam proses pembangunan, pengembangan 

kemitraan, peningkatan pelayanan masyarakat, danpengembangan 

kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat.
4
 

 

 

                                                           
4 RahyPunir Rauf dan Yusri Munaf, Lembaga Masyarakat Di Indonesia, (Yogyakarta: 

fdZanafa Publishing, 2015), 32.  
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2. Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat  

Pembentukan kelembagaan LPMK dengan prosedur sebagai berikut: 

Lurah mengundang seluruh Ketua lembaga RW setempat dan tokoh 

masyarakat kelurahan untuk bersama-bersama mengadakan musyawarah 

pembentukan lembaga LPM. Setelah mempelajari danmempertimbangkan 

hasil masyarakat kelurahan setempat, maka Lurah mengeluarkan 

rekomendasikan izin kepada masyarakat untuk mengadakan musyawarah 

masyarakat untuk pembentukan LPMK. Musyawarah masyarakat tentang 

pembentukan LPMK, dihadiri oleh ketua-ketua lembaga RW, tokoh 

masyarakat setempat, dan utusan dari pemerintah kelurahan sebagai peninjau, 

hasil musyawarah masyarakat kelurahan tentang pembentukan LPMK 

dikirimkan kepada Lurah, dilengkapi dengan berita acara rapat dan daftar 

hadir peserta rapat. Lurah meminta persetujuan penerbitan SK pembentukan 

LPM kepada camat. Setelah mempelajari dan mempertimbangkan usulan 

Lurah, maka Camat memberikan rekomentasi dan persetujuan penerbitan SK 

pembentukan LPMK kepada Lurah atas rekomendasi persetujuan camat, 

maka Lurah menerbitkan SK pembentukan LPM.5 

3. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yaitu: 

a) Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif melalui 

musrenbang 

b) Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan 

c) Memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif,  

                                                           
5Ibid, 143 
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d) Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan 

swadaya masyarakat 

e) Menumbuhkembangkankondisi dinamis masyarakat dalam rangka 

pemberdayaan.
6
 

4. Fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yaitu:  

a) Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam 

pembangunan fisik dan non fisik (pelatihan jasa/keterampilan, bantu 

modal) 

b) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat 

dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia 

c) Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada 

masyarakat 

d) Penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian program-program 

pemberdayaan masyarakat desa 

e) Pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara 

partisipatif 

f) Penumbuhkembangandan penggerakan prakarsa, partisipasi serta 

swadaya gotong royong masyarakat 

g) Penggalian, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya 

manusia dan sumber daya alam dengan memperhatikan lingkungan 

hidup 

h) Pelestarian sistem mekanisme pembangunan partisipatif 

                                                           
6 RahyPunir Rauf dan Yusri Munaf, Op. cit, hal 206.  
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i) Pelestarian nilai-nilai sosial budaya, adat istiadat dan norma-norma 

yang hidup dan berkembang di masyarakat 

j) Pemberdayaaanhak politik masyarakat; dan. 

k) Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah 

desa dengan masyarakat.
7
 

5. Kewajiban Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yaitu: 

a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

b) Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait; 

c) Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan; 

d) Menjaga nilai-nilai sosial budaya, adat istiadat dan norma-norma yang 

hidup dan berkembang di masyarakat; dan 

e) Membantu Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8
 

Masa bhakti pengurus LPM selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 

pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode berikutnya 

Pengurus LPM dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang 

mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan 

masyarakat. 

 

                                                           
7Ibid, 215 
8Ibid, 224  
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6.  Dasar Hukum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)  

Dasar hukum lembaga pemberdayaan masyarakat termuat dalam UU 

dan Keputusan Presiden serta keputusan yaitu:  

a) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Bahwa Lembaga 

Kemasyarakatan merupakan partisipasi masyarakat desa sebagai mitra 

pemerintah desa dan bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat 

desa, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. 
9
 

b) Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 bahwa lembaga 

pemberdayaan adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat 

sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan 

aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam bidang pembangunan.  

c) Perda Lampung Tengah Nomor 42 Tahun 2019 bahwa lembaga 

kemasyarakatan kampung adalah organisasi kemasyarakatan yang 

dibentuk dalam desa melalui peraturan desa atas dasar ketentuan 

peraturan diatas atau melalui prakarsa masyarakat kampung. Dengan 

adanya dasar hukum tersebut, maka LPM mempunyai payung hukum 

dan segala program dan kegiatan harus sesuai dengan peraturan 

pemerintah dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat, karena LPM 

dibentuk untuk membantu pemerintah dan sebagai mitra pemerintah 

untuk memberdayakan segala potensi yang ada pada masyarakat guna 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
10

 

 

                                                           
9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
10 Perda Lampung Tengah Nomor 42 Tahun 2019 Tentang LPMK.   



BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang berupaya 

menjawab sebuahpermasalahan dengan mendeskripsikan data 

sebagaimana mestinya, dari sudut pandang subjek sendiri yang tidak 

terlepas dari settingkajian.
1
Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai 

penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan 

dengan jalan terjun langsung kelapangan. 

2. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya 

membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi ataupun kejadian-

kejadian dengan menguraikan atau merumuskan sesuatu hal dengan 

logis,bersifat nyata dan benar berdasarkan bukti-bukti fakta yang 

memadai.Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini 

bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap tentang 

suatu keadaanyang diteliti tentang pelaksanaan fungsi Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam menampung dan 

                                                           
1 Amiruddin, dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada,2008), hal.25  
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menyalurkan Aspirasi Masyarakat dalam pembangunan Kelurahan 

Komering Agung Lampung Tengah. 

 

B. SumberData 

Data Dalam penelitian empiris data yang digunakan diklasifikasikan 

menjadi dua jenis yakni primer dan sekunder. Adapun sumber data yang 

digunakan dalam penelitian iniadalahsebagai berikut: 

1. SumberDataPrimer 

Primer adalah data yang diperoleh lansung dari sumber pertama.
2
 

Oleh karena itu data primer dalam penelitian ini adalah data yang 

bersumber dari lembaga pemberdayanan masyarakat di Kelurahan 

Komering Agung dan masyarakat Komering Agung. 

2. SumberDataSekunder 

Data sekunder adalah data yang diperloleh seorang peneliti secara 

langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.  

Dalam penelitian ini yaitu buku-buku, jurnal, hasil-hasil penelitian, 

peraturan perundang-undangan serta literature yang berkaitan dengan 

kajian pada penelitian ini. 
3
 

 

C. TeknikPengumpulanData 

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang digunakan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 

                                                           
2 Suteki dan Galang Taufani, Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik), 

(Depok: Rajawali Pers, 2018). h. 215.  
3Ibid, hal 216  
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a. Observasi ini hanya digunakan pada saat peneliti akan merinci gejalayang 

terjadi yang dimana di peroleh dari sikap dan perilaku narasumber
4
 serta 

dokumen terkait penelitian ini. 

b. Wawancaraadalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu 

atau beberapa orang yang bersangkutan.
5
Penulis mengajukan beberapa 

pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini langsung kepada pihak 

yang berkaitan, Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian 

terstruktur 

c. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menelusuri data historis
6
. Dokumentasi juga adalah cara pengumpulan data 

melalui peninggalan peninggalan ataupun arsip termasuk juga buku tentang 

pendapat, teori, dalil dalil atau hokum lain yang berhubungan dengan 

permasalahan dalam penelitian yangakan penulis teliti. 

 

C. Teknik Analisis Data  

Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah secara 

deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan situasi, kondisi penelitian dengan 

jalan membahas data-data dan informasi yang diperoleh dengan 

menghubungkan teori-teori yang didapat, maupun literature yang ada.  

 

  

 

                                                           
4 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Prakti Dalam Perspektif Kebijakan public, 

(Yogyakarta:Teras,2011), h.84.  
5Ibid, 89  
6Ibid, 91  



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Yang terdiri dari gambaran umun tentang lokasi penelitian antara lain 

adalah dari Geografis, Sejarah, Keadaan Penduduk, Visi dan Misi, Sturuktur 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Kelurahan Komering Agung.  

1. Geografis Kelurahan Komering Agung,  

Kelurahan Komering Agung salah satu dari 5 Kelurahan di wilayah 

Kecamatan Gunung Sugihyang terletak 6,5 dari pusat pemerintahan 

Lampung Tengah. Kelurahan Komering Agung mempunyai luas wilayah 

seluas 325 Km2Semenjak peningkatan status dari kampung menjadi Desa 

dan pemekaran, sampai saat ini belum ada pelaksanaan pengukuran dan 

penetapan luas oleh dinas atau instansi yang berwenang mengenai berapa 

luas sesungguhnya. dengan batas-batas sebagai berikut:  

1) Sebelah Utara  : Seputih Jaya 

2) Sebelah Selatan : Terbanggi Subing 

3) Sebelah Barat : Komering Putih  

4) Sebelah Timur : Gunung Sugih Raya  

2. Sejarah  

Kelurahan Komering Agung Merupakan salah satu kelurahan yang ada 

dikecamatan Gunung Sugih. Gunung Sugih adalah sebuah kecamatan yang 

juga merupakan ibu kota Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung 
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penduduk sejumlah 65.661 jiwa. Penduduk di kecamatan Gunung Sugih 

sangat heterogen yaitu lebih didominasi oleh penduduk asli Lampung 

Abung Siwo Migo. Selain itu juga terdapat penduduk pendatang yang 

bersuku Jawa, Palembang (Komering), dan Minang kabau. Kecamatan 

Gunung Sugih di kelilingi oleh 3 sungai yaitu sungai/Way Seputih, 

sungai/Kali Punggur dan sungai/Way Tipo. Kecamatan ini juga dilalui 

oleh Jalan Raya Lintas Sumatera. Kelurahan  Komering Agung merupakan 

salah satu kelurahan tua yang ada di wilayah Kecamatan Gunung Sugih 

Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung.kelurahan ini sudah ada 

sejak zaman nenek moyang, perkampungan penduduk asli dan bukan 

kampung asal tranmigran.  

3. Keadaan Demografi Penduduk  

Kelurahan Komering Agung Kelurahan mempunyai Jumlah 

Penduduk 1682 jiwa. Dengan perbandingan jumlah penduduk dari semua 

tingkatan usia laki-laki 752 jiwa dan perempuan 838 jiwa, dimana jumlah 

laki-laki lebih dominan dibandingkan jumlah perempuan. Dengan total 

419 Kepala Keluarga dimana terdapat 92 Kepala Keluarga penduduk 

miskin. 

Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan kelurahan) sebagai berikut: 

a. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 6.1 km 

b. Jarak dari pusat pemerintahan kota administratif  : 5,8 km 

c. Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten  : 6,6 km 

d. Jarak dari pusat pemerintahan provinsi : 8,1 km 
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e. Jarak dari ibu kota negar: 347 km  

KeluahanKomering Agung memiliki Kondisi geografis sebagai 

berikut: 

a. Ketinggian tanah dari permukaan laut  : 25m-75 mdpl  

b. Banyak nya curah hujan  : 2000-3000 mm 

c. Topografi   : 1.600 m 

d. Suhu rata-rata     : 22-30 C 

Hasil sensus penduduk pada 2022 bahwa penduduk keluahan 

Komering Agung berjumlah 1682 jiwa. Mata Pencaharian Penduduk 

keluahan Komering Agung sebagian besar bekerja pada sektor 

perkebunan dan pertanian, selain itu ada juga yang bekerja pada sektor 

perdagangan dan jasa.Agama Penduduk Kelurahan Komering Agung 

100% penduduknya beragama islam Memiliki 2 (dua) unit Masjid dan 3 

(tiga) unit mushola. 

Sejak kelurahan Komering Agung berdiri sampai sekarang, telah 

berdiri sarana pendidikan formal dan non formal. Tempat sarana 

pendidikan di kelurahan Komering Agung terdiri dari jenjang SD ,SMP 

dan SMA maupun sederajat. Komering Agung mempunyai kode 

wilayah menurut kemendagri 18.02.04.1007 Sedangkan kode posnya 

adalah 34165. 
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4. Visi dan misi Lembaga Kemasyarakatan Kampung Kelurahan 

Komering Agung  

a. Visi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan komering agung 

Terwujudnya pembangunan partisipasif dan inisiatif dalam 

usahapeningkatkan kesejahteraan masyarakat keluruhankomering 

agung.  

b. Misi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan komering agung  

c. Meningkatkan kwalitas Sumber Daya Manusia dengan meningkatkan 

pendidikan, kesehatan dan perekonomian 

d. Meningkatkan akhlak, budi pekerti masyarakat sedini mungkin dengan 

menumbuh kembangkan lembaga PAUD/TK dan TPA  

e. Menciptakan suasana yang kondusif serta menumbuh kembangkan 

nilai-nilai budaya dan agama 

f. Meningkatkan kegiatan agribisnis dengan memberdayaan kelompok 

tani dan lembaga perekonomian yang ada 

5. Adapun bagan struktur organisasi pemerintahan Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Komering Agung dapat dilihat pada 

Gambar berikut ini:           
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6. Identitas Informan 

Sebagai gambaran mengenai identitas informan, maka berikut ini 

disajikan data dalam bentuk tabel-tabel mengenai sampel yang dijadikan 

informan dalam penelitian ini.  Adapun data identitas informan tersebut 

meliputi nama, jabatan dan tingkat umur informan. 

Tabel4.1 

Data Identitas Informan 

 

No Nama Jabatan Umur (thn) Keterangan 

1 Abdul Samad,S.IP Lurah 52  

2 Rahmad Hasan Ketua LPM  53  

3 Amrullah  Anggota LPM 38  

4 Ali Iskandar Masyarakat 42  

Sumber : DataDesa Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih 

Kabupaten 

  

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa informan pada penelitian 

ini terdiri dari 1 orang Lurah Kelurahan Komering Agung Kecamatan 

Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, 2 orang Anggota LPM 

Kelurahan Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten 

Kabupaten Lampung Tengah, dan 1 orang  masyarakat Kelurahan 

Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. 

Selanjutnya dilihat dari tingkat usia para informan termasuk pada katagori 

usia dewasa, dimana pada tingkat usia yang demikian memiliki 

kemampuan untuk melakukan kerja sesuai dengan bidangnya. 
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7. Tugas dan Fungsi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Kelurahan Komering Agung 

1. Tugas Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 

komering agung  

a) Ketua Sebagai pemimpin dan pertanggungjawab Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat 

b) Wakil Ketua Membantu Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

dalam memimpin dan mengendalikan Lembaga pemberdayaan 

Masyarakat 

c) Sekretaris  

1) Menertibkan pelaksanaan administrasi sekretariat Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat dan menyusun program kerja 

Lembaga Pemberdayaan masyarakat.  

2) Melaksanakan rapat-rapat atau pertemuan rutin 1 x 3 bulan serta 

pertemuan insidentil. 

3) Melaksanakan PraMusrenbang dan Musrenbang Kelurahan.  

4) Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dana kegiatan 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.  

5) Melaksanakan rapat-rapat kordinasi dengan pihak-pihak terkait. 

a) Wakil Sekretaris Membantu tugas-tugas dan fungsi sekretaris 

dalam penyelenggaraan administrasi dan pelayanan.  
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b) Bendahara Menyelenggarakan administrasi keungan dan 

menerima, menyimpan serta menyerahkan uang atau surat 

berharga dan barang.  

c) Seksi Agama Meramaikan dan memakmurkan mesjid dan 

musholla Mengaktifkan kegiatan TPA-TPQ, MajlisTa’lim 

(kelompok pengajian) serta wirid pengajian.  

d) Seksi Adat dan Budaya Pelestarian melaksanakan serta 

pengembangan potensi seni tradisional adat dan budaya dan 

membina grup kesenian tradisional yang ada.  

e) Seksi Pendidikan dan Keterampilan, Pembinaan terhadap 

PAUD atau TK dan ikut sertamendukumg program 

pemerintahan penuntasan wajib belajar 9 tahun.  

f) Seksi Keamanan dan KetertibanPembinaan keamanan,  

1) ketentraman dan ketertiban masyarakat 

2) Pemeliharaan sarana prasarana kamtibmas 

3) Menjalin hubungan kerjasama bidang kamtibmas dengan 

Babimkamtibmas (kepolisian) 

4) Memberantas penyakit masyarakat 

5) Melaksanakan kegiatan ronda malam. 

g) Seksi Lingkungan Hidup 

1) Pembinaan sarana prasarana lingkungan. 

2) Melaksanakan gotong royong. 

3) Melaksanakan kegiatan Bakti Gotong Royong  
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4) Peningkatan dan pengembangan PHBS 

5) Meningkatkan pemanfaatan lahan dan pelestarian 

lingkungan.  

6) Mendorong peningkatan pendapan masyarakat denga 

pemanfaatan lahan pekarangan.  

h) Seksi Pembangunan Perekonomian dan Koperasi  

1) Menyusun perencanaan pembangunan.  

2) Membina kegiatan peningkatan ekonomi kerakyatan.  

3) Pembinaan kehidupan berkoperasi.  

4) Meningkatkan pertumbuhan swadaya masyarakat.  

5) Menjalin hubungan kerjasama serta mencari terobosan 

untuk membantu pengembangan usaha ekonomi 

masyarakat dengan pemerintah maupun pihak ke tiga.  

i) Seksi Kesahatan, Kependudukan dan KB  

1) Pembinaaan kader-kader kesehatan melalui dinas instansi 

terkait untuk kesehatan ibu, anak dan balita melalui 

kegiatan Posyandu integrasi BKB dan PAUD dan 

Posyandu.  

2) Kerjaama dengan Puskesmas komering agung dalam 

rangka peningkatan kesehatan masayarakat.  

3) Kerjasama dengan KUA, Puskesmas dalam bidang 

kesehatan reproduksi remaja dan pendewasaan usia 

perkawianan.  
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4) Pembinaan KB dan pendataan keluarga sejahtera. 

j) Seksi Pemuda, Olahraga dan Kesenian 

1) Menumbuh kembangkan kegiatan kepemudaan dan 

peningkatan keterampilan pemuda. 

2) Memasyarakatkan olahraga dan meningkatkan sarana olah 

raga dan kesenian.  

3) Melestarian olahraga tradisional. 

4) Penguatan organisasi kepemudaan serta peningkatkan 

akhlak, adat dan budaya generasi muda.  

k) Seksi Kesejahteraan Masyarakat  

1) Meningkatkan dan mewujudkan rasa kegotong royong.  

2) Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam 

rangka meningkatkan ekonomi masyarakat.  

3) Pengatasi kemiskinan melalui kerjasama pengelolaan 

keluarga kurang mampu dengan memberikan bantuan dari 

pemerintah maupun pihak lainnya seperti Raskin, RTLH 

(Dinsos) Bantuan Modal KK Miskin komering agung. 

l) Seksi Pemberdayaan Perempuan  

1) Pembinaan dan pengawasan KDRT.  

2) Menumbuh kembangkan kelompok dan organisasi 

perempuan. 

3) Peningkatan keterampilan kaum perempun.  

4) Meningkatkan dan kwalitas kaum perempuan.  
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5) Meningkatkan peran dalam menunjang ekonomi keluarga.  

2. Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan komering agung  

1) Ketua  

a) Secara khusus melaksanakan koordinasi terhadap seksi agama, 

seksi adat dan budaya, seksi pendidikan keterampilan, dan seksi 

keamanan dan kertertiban. 

b) Memimpin dan mengendalian semua kegiatan lembaga 

pemberdayaan masyarakat. 

c) Membina Kader Pembangunan Masyrakat (KPM) sebagai 

tenaga penggerak pembangunan yang dinamis yang difungsikan 

dalam penggurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakatan.  

2) Wakil Ketua 

a) Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua 

berhalangan.  

b) Melaksankankordinasi terhadap seksi-seksi 

3) Sekretaris 

a) Menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsiapan, dan 

pendataan. 

b) Menyusun rencana dan laporan yang berasal dari seluruh seksi. 

c) Melaksankan tugas-tugas ketua, wakil ketua bilamana semua 

berhalangan. 

4) Wakil Sekretaris  

a) Melaksankan tugas tertentuyang diberikan oleh sekretaris. 
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b) Melaksanakan tugas tertentu yang diberikan ketua dan wakil 

ketua.  

5) Bendahara 

a) Menyelenggarakan pembukaan, penyusunan laporan keuangan 

dan penyimpanan keuangan. 

b) Mengadakan pencatatan swadaya gotong royong masyarakat 

dalam pembangunan yang dinilai dengan uang.  

6) Seksi-seksi  

a) Menyusun rencana pembangunan sesuai bidang masingmasing 

dengan dibantu oleh KPM. 

b) Menyelenggarakan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencan 

dengan dibantu oleh KPM. 

c) Melakukan koordinasi dengan seksi-seksi lain untuk terwujudnya 

keserasian dalammelaksankan pembangunan. 

d) Mengendalikan kelompok-kelompok kerja untuk melaksankan 

program-program seksi. 

e) Mengadakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan masing- 

masing kelompok kerja. 

f) Mengikuti perkembangan dan mencatat segala kegiatan yang 

telah dilaksanakan. 

g) Menyusun saran dan pendapat kepada ketua sesuai dengan 

bidang tugasnya.  
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B. Menampung Dan Menyalurkkan Aspirasi Masyarakat 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 

tentang 

Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pasal 1 ayat 1 Lembaga 

Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang 

dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra 

Pemerintah Desa/kelurahan dalam memberdayakan masyarakat. Kemudian 

pasal 1 ayat 13 menyebutkan bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, 

untuk selanjutnya disingkat LKMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, 

untuk selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk 

atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa/kelurahan dalam 

menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang 

pembangunan. Disini masyarakat bebas dalam menyampaiakan aspirasinya 

dalam perencanaan pembangunan. 

1. Sesuai hasil penelitian telah dapat di jelaskan bahwa bentuk aspirasi/usulan 

masyarakat bermacam-macam.Dimana Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat sebagai wadah atau tempat bagi masyarakat untuk melapor atau 

memberikan usulan yang berkaitan dengan berbagai persoalan yang 

dihadapi masyarakat di lapangan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

(LPM) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat berawal 

dari adanya berbagai keluhan-keluhan yang dialami oleh masyarakat 

sekitar, kemudian keluhan tersebut dapat diadukan dilembaga 

kemasyarakatan, dalam hal ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
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(LPM)sebagai lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai 

mitra pemerintah daerah dalam menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat dibidang pembangunan.  

Adapun cara yang dilakukan LPM Kelurahan Komering Agung 

dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan 

menyiapkan sarana berupa penyediaan kotak suara ataupun diadakan rapat. 

Hal ini dikemukakan dengan wawancara kepada Ketua LPM Kelurahan 

Komering Agung: 

 “ Kami menyediakan sarana berupa kontak saran selain itu 

kita juga mengadakan rapat dengan mengundang berbagai elemen 

masyarakat seperti tokoh masyarakat, kelompok tani, tokoh wanita, 

dan tokoh agama maupun warga masyarakat itu 

sendiri.Semuanyadiminta untuk menyampaikan usulan-usulannya, 

setelah itu usulan tersebut ditampung, kemudian dimusyawarahkan 

kembali dalam forum musyawarah rencana pembangunan tingkat 

desa. Bukan hanya itu dengan adanya kotak saran ini dapat 

mempermudahkami dalam menjalankan tugas kami, serta harapan 

kami warga bisa menyampaikan aspirasinya terhadap pelayanan dan 

pembangunan di desa baik itu berupa saran ataupun keluhan, melalui 

kotak saran tersebut kami akan menampungnya dan mencari solusi 

dari setiap masukan tersebut. Kami sebagai perantara masyarakat 

dengan pemerintah akan merahasiakan identitas yang sudah 

menyampaikan keluhan-keluhan ataupun saran. Selain itu juga kami 

merencanakan untuk mengadakan kuesioner namun itu belum 

terlaksana kami baru membahasnya saja, semoga saja bisa 

dilaksanakan dengan secepatnya”. 

 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 

penyediaan sarana untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya baik 

itu berupa saran ataupun keluhan, LPM sudah menyediakan kotak saran 

dan mengadakan rapat untuk setiap elemen masyarakat.Kemudian pihak 

LPM sebagai perantara masyarakat dengan pemerintah menentukan jadwal 

rapat.Namun, jadwal yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan 
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Masyarakat (LPM) untuk mengadakan rapat tidak jelas dan tidak 

menentu.Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu 

staf di Kantor Kelurahan Komering Agung mengatakan bahwa:  

“Tidak ada kepastian yang jelas kapan dilaksanakannya jadwal 

rapat dari ketua LPM, sehingga keluhan dan saran yang ingin 

disampaikan hanya sekedar ditampung saja dan belum tersalurkan. 

Harapan dari kami semoga pihak dari LPMnya tidak sekedar bicara 

saja dan segera melaksanakannya.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pihak 

dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) masih belum efektif 

dalam menjalankan perannya sebagai penampung dan penyalur aspirasi 

masyarakat di Kelurahan Komering Agung. Hal ini jaga ditegaskan oleh 

salah satu tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa:  

“Biasanya Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 

tidak jelas dalam mengadakan rapat, kebanyakan dari anggotanya 

hanya sekedar mengikut saja kalau sedang diadakan rapat dan kadang 

dari mereka sendiri tidak hadir, mereka sama sekali tidak memberi 

masukan atau program baru dalam pembangunan di Kelurahan 

Komering Agung,mereka masih kurang berkomunikasi denganwarga 

masyarakat dalam mensosialisasikan pembangunan.Kami juga 

mengarapkan keseriusan dari Ketua LPM begitupun dengan para 

anggotanya dalam menyikapi hal ini, dan semoga kedepannya ada 

perubahan dalam menyikapi ini. (Wawancara dengan AI)  

 

Sesuai dengan wawancara diatas yang ditemukan oleh penulis bahwa 

peran dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan 

Komering Agung dalam melaksanakan program pembangunan desa belum 

sepenuhnya, karena kurangnya komunikasi dengan warga masyarakat di 

Kelurahan Komering Agung,tidak jelas dalam mengadakan rapat, serta 

anggota dari LPM kadang tidak menghadiri rapat. Dengan adanya keluhan 

dari berbagai pihak, sehingga Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
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(LPM) dengan serius untuk mengadakan jadwal rapat. Maka pendapat dari 

Ketua LPM Kelurahan Komering Agung, mengatakan bahwa: 

 “Kami selaku anggota LPM dengan serius untuk menempatkan 

jadwal rapat, dimana jadwal rapattersebut dilakukan saat mendekati 

Musrembang, sehingga pada saat Musrembang kita dapat membahas 

bersama-sama.Dalam menampung aspirasi masyarakat kami 

mengadakan rapat yang diwakili setiap elemen masyarakat seperti 

tokoh masyarakat, kelompok tani dan lain-lain.Selain itu, kami 

jugadapatdengan rutin mengadakan kegiatan untuk terjun langsung ke 

masyarakat yang ada disetiapRT di Kelurahan Komering Agung 

untuk menampung masukan, saran dan keluhan. Sesuai dengan 

prosedur yang berlaku kamiakanterjun ke masyarakat bersama dengan 

lurah serta aparat BABINSAselaku bidang pengawasan dalam 

kegiatan tersebut. Sehingga apa yang disampaikan masyarakat akan 

kami kumpulkan kemudian dimusyawarakan bersama.  

 

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak dari 

LPM akan lebih bertanggung jawab dalam melakasanakan tugasnya terkait 

penentuan jadwal rapat serta akan terjun langsung ke masyarakat untuk 

menampung berbagai keluhan maupun masukan dari masyarakat. Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat(LPM)merupakan lembagakemasyarakatan yang 

dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai wadah dalammenampung 

aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan desa. 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk disetiap desa dengan 

Peraturan Desa,sedangkan susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat dipilih danditetapkan oleh masyarakat Kelurahan Komering 

Agung yang disahkan atau dikukuhkan dengan Keputusankepala 

kelurahanyang bersangkutan. Senada dengan pernyataan diatas adapun 

pernyataan dari Lurah komering agung, mengatakan bahwa:  
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“Awal mula dibentuknya LPM ini agar sesuai dengan visi dan 

misi di Kelurahan Komering Agung, selain itu juga LPM ini bisa 

membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dan 

membantu warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya baik 

itu masukan ataupun keluhan dari masyarakat”.  

 Adapun pernyataan berikutnya yang disampaikan oleh lurah 

komering agung yang mengatakan bahwa:  

“Yang dilakukan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat akan melalui Musrembangdisitu akan dituntaskan 

semunya, jadi yang diperlukan kehadirannya yaitu pihak LPM, tokoh 

masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kepala Dusun, dan juga 

masyarakat ikut serta dalam musyawara desa tersebut, karena 

merekalah yang menyampaikan aspirasi apa saja yang mereka anggap 

perlu di bangun di lingkungannya, program pembangunan yang di 

laksanakan secara bertahap misalnya yang mereka usulkan semua 

hampir sama yaitu pembuatan jalan, pembuatandrainase, pembuatan 

sumur bor, penerangan lampu jalan dan lain sebagainya yang 

merupakan prioritas di lingkungannya masing-masing”.  

 

Dari hasil wawancara diatas, bahwa program utama yang akan 

dijalankan seperti pembuatan drainase, pembuatan jalan, pembuatan sumur 

bor serta penerangan lampu jalan. Hal tersebut dikarenakan di Kelurahan 

Komering Agung sebagian besar masyarakatnya memiliki mata 

pencaharian pokok sebagai petani,sehingga dibutuhkan pembangunan jalan 

untuk melancarkan aktivitas pertanian, juga di Kelurahan Komering Agung 

di beberapa lingkungan mengeluhkan saluran drainase,masihkurangnya 

pembuatan sumur bordan tidak adanya penerangan lampu jalan dibeberapa 

lingkungan yang merupakan prioritas bagi masyarakat di Kelurahan 

Komering Agung.  

Dari pengamatan penulis disimpulkan bahwa kinerja dari 

Lembaga pemberdayaan Masyarakat yang ada di Kelurahan 

Komering Agung masih terbilang kurang, hal ini ditandai dengan 

jadwal rapat yang masih belum jelas serta kurangnya komunikasi 

terhadap masyrakat. 
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C. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat  

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam meningkatkan 

Partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam 

mengikutsertakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan 

desa yang telah di programkan karena LPM merupakan penggerak kegiatan ini 

di Kelurahan Komering Agung. Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan 

dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap 

pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup 

mereka sesuia dengan teori Theresia, Krisnha dkk.Artinya, melalui partisipasi 

yang diberikan, berarti benarbenar menyadari bahwa kegiatan pembangunan 

bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparat) pemerintah 

sendiri, tetapi juga menurut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu 

hidupnya. Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan 

sesuatu yang harus ditumbuhkembangkan dalam proses pembangunan, namun 

didalam praktiknya, tidak selalu diupayakan sungguh-sungguh. Di pihak lain, 

tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam 

prosespembangunan, mensyaratkan adanya kepercayaan yang diberikan oleh 

pemerintah kepada masyarakatnya untuk terlibat secara aktif didalam proses 

pembangunan.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ketua LPM di 

Kelurahan Komering Agung yang menytakan bahwa: 

“upaya dan cara yang kita dilakukan untuk menumbuhkan 

partisipasi masyarakat agar lebih aktif dalam pembangunan dapat 

dilakukan denganpertama, kita memberikan stimuasi kepada mereka 
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dengan mengharapkan timbulnya respon yang baik dan dikehendaki 

antara lain dalam memberikan bantuan pembangunan desa, mengadakan 

lomba desa dan sebagainya. Kedua, kita menyesuaikan program 

pemerintah dengan kebutuhan atau keinginan yang telah lama dirasakan 

oleh warga masyarakat desa yang bersangkutan dan yang terakhir itu kita 

pastinya menumbuhkan dan menanamkan kesadaran akan kebutuhan dan 

atau perlu adanya perubahan didalam masyarakat sehingga akan 

timbullah kesediaan mereka untuk berpartisipasi. Harapan saya sebagai 

ketua LPM semoga masyarakat bisa semuanya ikut berpartisipasi bukan 

hanya itu-itu saja” (Wawancara dengan RH) 

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas adalah cara dan upaya yang 

dilakukan LPM dalam meningkatkan dan menumbukan partisipasi masyarakat 

yaitupertama,memberikanstimuasi kepada mereka dengan mengharapkan 

timbulnya respon yang baik dan dikehendaki antara lain dalam memberikan 

bantuan pembangunan desa, mengadakan lomba desa dan sebagainya. 

Kedua,menyesuaikan program pemerintah dengan kebutuhan atau keinginan 

yang telah lama dirasakan oleh warga masyarakat Kelurahan Komering Agung 

yang bersangkutan. Ketiga, menumbuhkan dan menanamkan kesadaran akan 

kebutuhan dan atau perlu adanya perubahan didalam masyarakat sehingga akan 

timbullah kesediaan mereka untuk berpartisipasi.  

Selanjutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku  untuk mengetahui 

peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Komering Agung 

Kecamatan gunung sugih Kabupaten lampung tengah, ada beberapa peran dan 

fungsinya yaitu fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat adalah sebagai fasilitator dan dinamisator 
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bagi pembangunan wilayah Kelurahan Komering Agung. Berikut peran dari 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan Komering Agung: 

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Fasilitator atau 

memfasilitasi segala aktivitas masyarakat mengenai program 

pembangunan yang direncanakan kemudian untuk dilaksanakan 

kedepannya.Sebagai fasilitator LPM di Kelurahan Komering Agung selain 

mengusulkan pembangunan juga melakukan pendampingan terhadap 

setiap lingkungan. Peran LPM di Kelurahan Komering Agung memang 

terlihat sebagai fasilitator didalam upaya menyusun rencana pembangunan 

Kelurahan Komering Agung hal ini ditandai dengan program LPM 

didalam melakukan aktivitas rapat antara perangkat Kelurahan yang 

mewakili warga masyarakat dengan pemerintah Kelurahan. Kemudian 

masyarakat yang ikut andil merencanakan pembangunan pada masing-

masing lingkungan merupakan bentuk tanggung jawab masing-masing 

lingkungan untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap program yang akan 

dilaksanakan di kelurahan mereka demi tercapainya pembangunan yang 

dibutuhkan masyarakat setempat. Hal ini senada dengan yang disampaikan 

Kepala lingkungan satu 1, yaitu: 

“Masyarakat sangat boleh ikut dalam merencanakan program 

pembangunan yang akan dilaksanakan di Kelurahan Komering 

Agung ini, memang mereka seharusnya diikutsertakan dalam 

musyawara karena setiap lingkungan pasti memiliki keluhan yang 

berbeda-beda. Disini kita juga dapat melihat keaktifan dan 

tanggung jawab masyarakat dalam setiap program pembangunan, 

sehingga terwujud atau tercapainya pembangunan yang sangat 

dibutuhkan oleh warga masyarakat”. 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

masyarakat yang aktif dalam merencanakan pembangunan sudah pasti 

memberikan dampak yang baik bagi kelurahan, karenaakan mempercepat 

kemajuan pembangunan tanpa diperintah terlebih dahulu dalam kemajuan 

pembangunan di Kelurahan Komering Agung.  

Selanjutnya wawancara dengan salah satu masyarakat di Kelurahan 

Komering Agung:  

“ yang kita ketahui bahwa peran dari LPM itu sendiri untuk 

menggerakkan partisipasi bagi seluruh lapisan warga masyarakat 

dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan ini, baik itu ikut 

serta atau terlibat dalam pembangunan-pembangunan yang sedang 

berlangsung dalam kelurahan ini. Dengan melibatkan warga 

masyarakat diharapkan bisa lebih berdaya lagi dalam 

pembangunan dan masyarakat Kelurahan Komering Agung 

diharapkan juga untuk lebih baik lagi dari yang sebelum-

sebelumnya. Yang sangat penting menurut saya dalam hal ini yaitu 

pergerakan dari pihak LPM itu sendiri karena memang itu tugas 

mereka sebagai penggerak partisipasi masyarakat.”  

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini pihak dari 

LPM itu sendiri berperan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat 

seluruh warga masyarakat di Kelurahan Komering Agung yakni untuk ikut 

serta dan terlibat dalam pembangunan yang ada di Kelurahan Komering 

Agung tersebut, sehingga masyarakatnya bisa lebih menggali potensi 

mereka sendiri dan bisa lebih baik lagi dari sebelumnya.  

b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Dinamisator Untuk 

mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan, LPM harus teliti dan 

bijaksana dalam memantau kegiatan pembangunan dengan cara 

menempatkan dirinya ditengah-tengah masyarakat untuk bisa mendorong 
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masyarakat untuk lebih berperan aktif. Peran masyarakat dalam 

pelaksanaan pembangunan merupakan keikutsertaan dari semua 

masyarakat dalam membantu berjalannya pelaksanaan kegiatan LPM yang 

ditunjukkan dengan ikut bekerja maupun memberikan swadayadalam 

program yang telah dibuat oleh pemerintah yang menjadi prioritas di 

Kelurahan Komering Agung sesuai kebutuhan masyarakat demi kemajuan 

pembangunan di Kelurahan Komering Agung.Keberhasilan suatu 

pembangunan yang diinginkan oleh pemerintah adalah terwujudnya 

program yang telah direncanakan dengan partisipasi secara langsung oleh 

masyarakat baik dalam pelaksanaan maupun memberikan bantuan tenaga, 

pikiran maupun materi yang bertujuan untuk menyukseskan pembangunan 

yang dibutuhkan masyarakat. Maka dari itu Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat (LPM) harus melakukan pengawasan atau pemantauan 

terhadap kegiatan pembangunan agar apa yang dilakukan masyarakat 

dapat terpantau dengan baik. Maka agar mengetahui sejauh mana LPM 

melaksanakan perannya maka dapat dilihat dari informasi yang 

disampaikan oleh anggota kelurahan komering agung, yaitu:  

 

“LPM disini tidak melakukan pemantauan secara bertahap, mereka 

hanya mengecek disaat awal saja berjalannya program 

pembangunansetelah selesainya pelaksanaan dari program 

pembangunan tersebut. Setelah selesai proses semua itu sama 

sekali tidak ada, hal ini sangat disayangkan.Maka perannya tidak 

berjalan maksimal”.  

 

 

 

 



46 
 

 
 

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas bahwa peran dari LPM itu 

sendiri tidak dilaksanakan dengan cukup maksimal karena dilihat dari 

informasi bahwa pemantauan yang dilaksanakan dalam pembangunan 

selama ini hanya mengecek saat diawal saja setelah itusama sekali tidak 

ada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1.   Pelaksanaan fungsi Lembaga kemasyarakat kampung Kelurahan 

Komerig Agung dalam menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat belum maksimal, hal ini terlihat bahwa Lembaga 

kemasyarakat kampung Kelurahan Komerig Agung hanya menampung 

saja dan tidak menyalurkan aspirasi masyarakat dalam meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Hal ini juga disebabkan 

jarang sekali mengadakan pertemuan dengan masyarakat dan jarang  

membahas masalah dalam pembangunan di Kelurahan Komerig Agung 

dan tidak menjadwalkan waktu yang tepat untuk mengadakan rapat 

bersama setiap ketua RT.  

2.  Adapun faktor-faktor dalam pelaksanaan fungsi lembaga pemberdayaan 

masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 

dalam pembangunan berdasarkan Peraturam Daerah kabupaten lampung 

tengah Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Kemasyarakatan kampung di 

Kelurahan Komerig Agung lampung tengah yaitu kurangnya sarana dan 

prasarana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan 

Komerig Agung, dan masyarakat kurang memahami fungsi dari 

Lembaga kemasyarakaant kampung di Kelurahan Komerig Agung. 
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B. Saran  

Dari urain dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Seharusnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 

Komerig Agung dalam menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat di kelurahan Komerig Agung harus lebih dioptimalkan, agar 

aspirasi masyarakat dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat setempat.  

2. Seharusnya pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Kelurahan Komerig Agung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat 

sebagai penggerak dalam pembangunan lebih ditingkatkan dan Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Komerig Agung harus proaktif 

terhadap pembangunan fisik dan Masyarakat harus megikuti dan terlibat 

aktif dalam partisipasi yang telah di gerakkan oleh Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Komerig Agung, agar setiap 

program pembangunan yang dilaksanakan di kelurahan Komerig Agung 

bisa berjalan dengan baik. 
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